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ABSTRAK 
 
Kontrak Perdagangan melalui internet telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian 
dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian 
yaitu kesepakatan para pihak, suatu hal tertentu dan sebab yang halal, meskipun 
pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan untuk mengadakan suatu 
perjanjian tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat serta 
menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tidak 
mempermasalahkannya. Para pihak yang terjadi perselisihan bisa menyelesaikan dengan 
cara jalur pengadilan maupun jalur non pengadilan. Dengan demikian pemerintah yang 
terkait bisa mensosialisasikan adanya jalur penyelesaian tentang masalah perdagangan 
melalui internet.  
 
Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak Perdagangan, Internet. 
 
 
ABSTRACT 
 
Trade Contracts through the internet have fulfilled several legal aspects of the agreement in 
Book III of the Civil Code concerning the legal terms of the agreement, namely the 
agreement of the parties, a certain thing and the lawful reason, even though the fulfillment 
of maturity as a condition for an agreement cannot be fulfilled, the contract in e-commerce 
remains valid and binds and becomes a law for the parties who make it as long as the 
parties do not mind it. The parties to the dispute can settle by means of court channels and 
non-court lines. Thus the relevant government can socialize the existence of a settlement 
path on the issue of trading through the internet. 
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PENDAHULUAN 
Internet sebagai salah satu media 
bagi kegiatan perdagangan elektronik 
(e-commerce) membawa manfaat yang 
sangat besar. Salah satunya adalah 
adanya efisiensi waktu. Banyak 
perusahaan yang kemudian 
memutuskan untuk menjual produk 
barang atau jasanya melalui kegiatan e-
commerce. Sebagai suatu negara yang 
sedang berkembang, Indonesia tak 
luput dari kegiatan e-commerce ini. 
Sampai dengan saat ini, Indonesia 
masih belum mampu menghadirkan 
suatu peraturan atau produk hukum 
yang dapat mengatur secara tegas 
mengenai kegiatan e-commerce ini. 
Sehingga yang masih menjadi 
pertanyaan adalah mengenai legalitas 
dari kontrak perdagangan elektronik (e-
commerce) serta kepastian hukum bagi 
para pihak yang terlibat di dalam 
kegiatan e-commerce ini. 
Seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
semakin pesat, maka perdagangan 
yang pada awalnya dilakukan secara 
bertemu langsung dan bertatap muka 
antar para pihaknya juga mengalami 
perubahan. Perkembangan teknologi 
tersebut diantaranya adalah dengan 
ditemukannya internet yaitu teknologi 
yang memungkinkan kita melakukan 
pertukaran informasi dengan siapapun 
dan dimanapun orang tersebut berada 
tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. 
Selain itu internet juga dapat diartikan 
sebagai hubungan antar berbagai jenis 
komputer dan jaringan di dunia yang 
berbeda sistem operasi maupun 
aplikasinya dimana hubungan tersebut 
memanfaatkan kemajuan media 
komunikasi (telepon dan satelit) yang 
menggunakan protokol standar dalam 
berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.1 
Teknologi internet telah membawa 
perubahan pada aktivitas manusia 
dalam upaya memenuhi segala 
kebutuhannya, karena melalui internet 
seseorang dapat melakukan berbagai 
macam kegiatan tidak hanya terbatas 
pada lingkup lokal atau nasional tetapi 
juga secara global bahkan 
internasional, sehingga kegiatan yang 
dilakukan melalui internet ini 
merupakan kegiatan yang tanpa batas, 
artinya seseorang dapat berhubungan 
dengan siapapun yang berada di 
manapun dan kapanpun. Kegiatan 
internet tersebut berbasis virtual atau 
                                                          
1 (http://library.usu.ac.id/modules.php?. 
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maya yang tidak mengenal batas 
teritorial. 
Pada awalnya internet hanya dapat 
digunakan sebagai media pertukaran 
informasi di lingkungan pendidikan 
(Perguruan Tinggi) dan lembaga 
penelitian.2  Baru pada tahun 1995-lah 
internet mulai terbuka untuk 
masyarakat luas. Kemudian untuk lebih 
memudahkan masyarakat mengakses 
informasi melalui internet, Tim Berners-
Lee mengembangkan aplikasi World 
Wide Web (www).3 
Saat ini ruang lingkup internet telah 
mencakup hampir seluruh dunia. Pada 
tahun 1998 diperkirakan terdapat lebih 
dari seratus juta orang yang 
menggunakan internet dan pada tahun 
1999 jumlah tersebut telah mencapai 
dua kali lipat. Data Monitor 
memperkirakan pada tahun 2005 lebih 
dari 300 juta orang4. 
Setelah internet terbuka bagi 
masyarakat luas, internet mulai 
digunakan juga untuk kepentingan 
                                                          
2 Budi Rahardjo, Pernak Pernik Peraturan 
dan Pengaturan Cyberspace diIndonesia, 
www.budi.insan.co.id 
3  Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris 
Gultom, Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi 
Informasi, Cetakan I,Bandung, PT. Refika 
Aditama, 2005, hal. 4. memiliki akses internet 
4  Asril Sitompul, Hukum Internet 
(Pengenal Mengenai Masalah Hukum di 
Cyberspace), Cetakan II, Bandung, PT. Citra 
Aditya Bakti, 2004, hal vi. 
perdagangan. Setidaknya ada dua hal 
yang mendorong kegiatan perdagangan 
dalam kaitannya dengan kemajuan 
teknologi yaitu meningkatnya 
permintaan atas produk-produk 
teknologi itu sendiri dan kemudahan 
untuk melakukan transaksi 
perdagangan5. Dengan adanya internet 
maka kegiatan perdagangan dapat 
dilakukan secara elektronik, atau yang 
lebih dikenal dengan istilah electronic-
commerce dan disingkat e-commerce. 
Pertumbuhan pengguna internet yang 
sangat pesat ini membuat internet 
menjadi media yang sangat efektif 
untuk melaksanakan kegiatan 
perdagangan. 
Kemajuan teknologi, khususnya 
internet, pada satu sisi memberikan 
banyak kemudahan dan manfaat bagi 
manusia namun pada sisi lain juga 
menimbulkan permasalahan baru. E-
commerce sebagai suatu bentuk 
perdagangan yang relatif baru juga 
tidak lepas dari masalah dalam 
pelaksanaannya. Permasalahan yang 
timbul dalam pelaksanaan e-commerce 
antara lain mengenai keabsahan 
kontrak dalam e-commerce (online-
                                                          
5 Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman 
dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, 
Cetakan I,Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 
2002, hal.1. 
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contract/econtract) serta kekuatan 
pembuktian kontrak tersebut apabila 
terjadi sengketa 6 . Untuk mengatasi 
masalah tersebut, beberapa negara 
telah membuat aturan hukum yang 
berkaitan dengan e-commerce dan e-
contract. Misalnya Malaysia dengan 
Malaysia Digital Signature Act 1997, 
Filipina dengan Philippines Ecommerce 
Act No. 8792 yang diundangkan pada 
tahun 2000, Singapura dengan The 
Electronic Act 1998, dan Amerika 
dengan Electronic Signatures in Global 
and National Commerce Act (E-Sign 
Act) yang berlaku efektif mulai tanggal 
1 Oktober 2000. 
Pengaturan mengenai perjanjian di 
Indonesia hanya mengatur hal-hal 
mengenai perjanjian pada umumnya, 
hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( 
selanjutnya disingkat menjadi KUH 
Perdata) yang menyebutkan mengenai 
syarat sah suatu perjanjian yang 
mengikat para pihaknya. Untuk sahnya 
suatu perjanjian diperlukan syarat-
syarat: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan 
dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu 
perikatan; 
                                                          
6  Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris 
Gultom, Op Cit, hal. 172-172. 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab yang halal. 
Suatu perjanjian dianggap sah 
apabila memenuhi syarat subyektif dan 
syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat 
tersebut berakibat pada perjanjian yang 
telah dibuat menjadi sah. Perjanjian 
juga mengikat bagi para pihak 
mengenai hak dan kewajibannya, 
sehingga pemenuhan syarat sahnya 
suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi, 
hal ini kelak apabila dikemudian hari 
terjadi suatu permasalahan atau 
sengketa maka penyelesaiannya dapat 
didasarkan pada perjanjian yang telah 
disepakati.7 
Pembuktian dalam kontrak 
perdagangan ini, dapat diartikan 
memberikan suatu kepastian yang 
bersifat mutlak, karena berlaku bagi 
setiap orang yang melakukan 
perjanjian. Menurut Pasal 164 Het 
Herziene Indonesisch Reglement (HIR) 
yang disebutkan alat bukti terdiri dari: 
1. Bukti surat; 
2. Bukti saksi; 
3. Persangkaan; 
4. Pengakuan; dan 
5. Sumpah. 
Pengakuan kontrak elektronik 
sebagai suatu bentuk perjanjian dalam 
                                                          
7  R.Subekti, 1985, Aneka Perjanjian, 
Bandung, 2003, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 
hal 59 
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Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) Indonesia masih 
merupakan permasalahan yang pelik. 
Pasal 1313 KUH Perdata mengenai 
definisi perjanjian memang tidak 
menentukan bahwa suatu perjanjian 
harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 
KUH Perdata hanya menyebutkan 
bahwa perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih. 
Jika mengacu pada definisi ini maka 
suatu kontrak elektronik dapat 
dianggap sebagai suatu bentuk 
perjanjian yang memenuhi ketentuan 
Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. 
Namun pada prakteknya suatu 
perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai 
perjanjian yang dituangkan dalam 
bentuk tertulis (paper-based) dan bila 
perlu dituangkan dalam bentuk akta 
notaris. Selanjutnya, mengacu pada 
Pasal 1320 KUH Perdata, suatu 
perjanjian barulah sah jika memenuhi 
syarat subyektif (ada kesepakatan antar 
para pihak dan para pihak cakap untuk 
membuat perjanjian) dan syarat obyekif 
(obyek perjanjian harus jelas dan 
perjanjian dilakukan karena alasan 
yang halal). 
Permasalahan timbul dalam hal 
transaksi dilakukan tanpa adanya 
pertemuan antar para pihak. Di 
samping itu, transaksi komersial 
elektronik sangat bergantung pada 
kepercayaan di antara para pihak. Ini 
terjadi karena dalam transaksi 
komersial elektronik para pihak tidak 
melakukan interaksi secara fisik. Karena 
itu masalah pembuktian jika terjadi 
sengketa menjadi hal yang sangat 
penting. Dalam hukum acara perdata 
Indonesia dikenal ada lima macam alat 
bukti di mana surat/bukti tulisan 
diletakkan pada urutan pertama. Yang 
dimaksud dengan surat di sini adalah 
surat yang ditandatangani dan berisi 
perbuatan hukum. Sedangkan surat 
yang dapat menjadi alat bukti yang 
kuat adalah surat yang dibuat oleh atau 
dihadapan notaris (akta otentik). Dari 
sini timbul permasalahan mengenai 
kekuatan pembuktian kontrak 
elektronik jika terjadi sengketa antara 
para pihak. 
Proses transaksi yang dilakukan 
dalam dunia bisnis tanpa adanya 
pertemuan antar para pihaknya yang 
menggunakan media internet termasuk 
ke dalam transaksi elektronik. Transaksi 
elektronik dalam dunia bisnis terdapat 
berbagai macam bentuknya 
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diantaranya adalah electronic 
commerce atau biasa disebut dengan e-
commerce maupun e-com. Electronic 
commerce yang selanjutnya dalam 
penulisan ini disebut dengan e-
commerce dapat diartikan secara 
gramatikal sebagai perdagangan 
elektronik maksud dari perdagangan 
elektronik ini adalah perdagangan yang 
dilakukan secara elektronik dengan 
menggunkan internet sebagai sebagai 
medianya. Selain itu e-commerce juga 
dapat diartikan sebagai suatu cara 
berbelanja atau berdagang secara 
online atau direct selling yang 
memanfaatkan fasilitas internet dimana 
terdapat website yang dapat 
menyediakan layanan get and deliver8. 
Perkembangan ini semakin 
memudahkan orang maupun 
perusahaan untuk melakukan berbagai 
macam transaksi bisnis khususnya 
perdagangan. 
Pengaturan mengenai perjanjian di 
Indonesia hanya mengatur pada 
perjanjian pada umumnya, hal tersebut 
diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang 
menyebutkan mengenai syarat sah 
                                                          
8  
(http://rmarpaung.tripod.com/ElectronicComme
rce.doc ) 
suatu perjanjian yang mengikat para 
pihaknya. Menurut Subekti, suatu 
perjanjian dianggap sah apabila 
memenuhi syarat subyektif dan syarat 
obyektif. Pemenuhan atas syarat 
tersebut berakibat pada perjanjian yang 
telah dibuat menjadi sah. Perjanjian 
juga mengikat bagi para pihak 
mengenai hak dan kewajibannya, 
sehingga pemenuhan syarat sahnya 
suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. 
Hal ini kelak apabila dikemudian hari 
terjadi suatu permasalahan atau 
sengketa maka penyelesaiannya dapat 
didasarkan pada perjanjian yang telah 
disepakati. 
Perjanjian dalam e-commerce 
dengan perjanjian biasa tidaklah 
berbeda sangat jauh, yang 
membedakan hanya pada bentuk dan 
berlakunya. Media dalam perjanjian 
biasa yang digunakan adalah tinta dan 
kertas serta dibuat berdasarkan 
kesepakatan para pihak. Setelah dibuat 
dan disepakati maka perjanjian 
tersebut mengikat setelah 
ditandatangani, sedangkan dalam 
ecommerce perjanjian menggunakan 
media elektronik yang ada hanya form 
atau blanko klausul perjanjian yang 
dibuat salah satu pihak yang ditulis dan 
ditampilkan dalam media elektronik 
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(halaman web), kemudian pihak yang 
lain cukup menekan tombol yang 
disediakan untuk setuju mengikatkan 
diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini 
tentu saja menimbulkan berbagai 
macam persoalan di dalam perjanjian 
secara elektronik mengenai sah 
tidaknya perjanjian tersebut. 
Berdasarkan hal tersebut maka 
perumusan masalah yang di bahas 
yakni 1). bagaimana kontrak 
perdagangan yang dilakukan melalui 
internet di tinjau dari hukum perjanjian 
?. 2). bagaimana upaya  penyelesaian 
kontrak perdagangan melalui internet ? 
 
Metode Penelitian 
Kegiatan penelitian pada dasarnya 
adalah suatu kegiatan yang terencana 
dan dilakukan dengan metode ilmiah 
serta bertujuan untuk mendapatkan 
data baru. Pengertian dari penelitian itu 
sendiri adalah suatu kegiatan ilmiah 
yang dilakukan oleh manusia untuk 
menyalurkan hasrat ingin tahu yang 
telah mencapai taraf ilmiah yang 
disertai dengan suatu keyakinan bahwa 
setiap gejala akan dapat ditelaah dan 
dicari hubungan sebab akibatnya atau 
kecenderungan yang timbul.9 
Penelitian menggunakan metode 
non doktrinal karena dalam penelitian 
ini hukum tidak hanya dikonsepkan 
sebagai keseluruhan asas-asas dan 
kaidah yang mengatur kehidupan 
dalam masyarakat, melainkan meliputi 
pula lembaga-lembaga dan proses-
proses yang mewujudkan berlakunya 
kaidah-kaidah itu dalam masyarakat.10 
 
PEMBAHASAN 
Tinjauan Umum Tentang 
Perjanjian 
Pada kenyataannya masih banyak 
orang yang dikacaukan oleh adanya 
istilah perikatan dan perjanjian. Masing-
masing sebagai terjemahan dari Bahasa 
Belanda, yaitu Verbintenis untuk 
perikatan, dan Overeenkomst untuk 
perjanjian. 
R. Subekti memberikan pengertian 
tentang perikatan yaitu suatu 
perhubungan hukum (mengenai 
kekayaan harta benda) antara dua 
orang, yang memberi hak kepada yang 
satu untuk menuntut barang sesuatu 
                                                          
9  Soerjono Soekanto, Pengantar 
Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986, Hal. 
3. 
10 Soerjono Soekanto, Op. Cit, Hal. 16. 
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dari yang lainnya ini diwajibkan 
memenuhi tuntutan itu. Hal ini 
sebagaimana yang juga dimaksud oleh 
buku III KUH Perdata.11 
A. Pitlo sebagaimana yang telah 
dikutip oleh RM. Suryodiningrat 
memberikan pengertian tentang 
perikatan adalah ikatan dalam bidang 
hukum harta benda (Vermogens Recht) 
antara dua orang atau lebih, dimana 
satu pihak berhak atas sesuatu dan 
pihak yang lainnya berkewajiban 
melaksanakannya. 
Digunakannya istilah perjanjian 
(Overeenkomst) karena istilah ini sudah 
sangat terkenal dan sering digunakan 
oleh masyarakat, disampingnya 
terdapat istilah lain yang ternyata juga 
tidak salah, misalnya persetujuan, 
karena memang kedua belah pihak 
telah setuju tentang suatu hal. 
Ada beberapa pendapat dari para 
ahli mengenai definisi dari perjanjian, 
seperti R. Subekti yang berpendapat 
bahwa perjanjian adalah suatu 
peristiwa dimana seorang berjanji 
kepada orang lain atau dimana dua 
orang itu berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal tersebut, dari peristiwa itu 
                                                          
11  
http://digilib.unila.ac.id/8832/7/BAB%20II%20
TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf (diakses pada tgl 
13 desember 2018) 
timbulah suatu hubungan antara dua 
orang tersebut yang dinamakan 
perikatan, perjanjian itu menerbitkan 
perikatan antara dua orang yang 
membuatnya, dalam bentuknya 
perjanjian itu berupa suatu rangkaian 
perkataan yang mengandung janji-janji 
atau kesanggupan yang diucapkan atau 
ditulis. Pendapat mengenai definisi 
perjanjian juga disampaikan oleh Sri 
Soedewi Masychoen Sofyan yang 
berpendapat bahwa perjanjian adalah 
suatu perbuatan hukum dimana 
seorang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap orang lain atau lebih. 
 
Tinjauan Umum Tentang Kontrak 
Kontrak dapat disamaartikan 
dengan perjanjian, hal mendasar 
perbedaan pengertian kontrak dan 
perjanjian, yaitu kontrak merupakan 
suatu perjanjian yang dibuat secara 
tertulis, sedangkan perjanjian 
merupakan semua bentuk hubungan 
antara dua pihak dimana pihak yang 
satu berjanji kepada pihak yang lain 
untuk melakukan sesuatu hal. 
Perjanjian tidak membedakan apakah 
perjanjian tersebut dibuat tertulis 
maupun tidak, sehingga kontrak dapat 
diartikan sebagai perjanjian secara 
sempit, yaitu hanya yang berbentuk 
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tertulis. Hal ini memberikan arti bahwa 
kontrak dapat disamakan dengan 
perjanjian. Perjanjian terjadi antara 
kedua belah pihak yang saling berjanji, 
kemudian timbul kesepakatan yang 
mengakibatkan adanya suatu perikatan 
diantara kedua belah pihak tersebut. 
Perikatan terdapat di dalam 
perjanjian karena perikatan dapat 
ditimbulkan oleh perjanjian disamping 
oleh undang-undang. Hal tersebut 
daitur dan disebutkan dalam Pasal 1233 
Kitab UndangUndang Hukum Perdata 
yang berbunyi: ”Tiap-tiap perikatan 
dilahirkan baik karena persetujuan baik 
karena undang-undang”. Pengertian 
perikatan tidak terdapat dalam Buku III 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
akan tetapi menurut ilmu pengetahuan 
hukum, perikatan dapat diartikan 
sebagai hubungan yang terjadi diantara 
dua orang atau lebih, yang terletak di 
dalam lapangan harta kekayaan dimana 
pihak yang satu berhak atas prestasi 
dan pihak yang lainnya wajib 
memenuhi prestasi itu 12 . Sebagai 
realisasi dari perikatan yang terdapat di 
dalam perjanjian, maka diatur hak-hak 
                                                          
12  Mariam Darus Badrulzaman. Hukum 
Perdata Buku III dengan Penjelasan. Bandung: 
Penerbit Alumni.1983:hal 1 
dan kewajiban-kewajiban bagi masing-
masing pihak. 
Tinjauan Umum Tentang E-
Commerce 
Saat ini pengertian mengenai e-
commerce belum ada pengertian secara 
pasti yang disepakati bersama. Namun 
pengertian e-commerce secara umum 
dapat diartikan sebagai proses transaksi 
jual beli secara elektronik melalui media 
internet. Menurut Mariza Arfina dan 
Robert Marpaung e-commerce atau 
yang lebih dikenal dengan e-com dapat 
diartikan sebagai suatu cara berbelanja 
atau berdagang secara online atau 
direct selling yang memanfaatkan 
fasilitas Internet dimana terdapat 
website yang dapat menyediakan 
layanan "get and deliver".13 
Roger Clarke dalam “Electronic 
Commerce Definitions” menyatakan 
bahwa e-commerce adalah “The 
conduct of commerce in goods and 
services, with the assistance of 
telecomunications and 
telecomunications-based tools” yang 
dapat diartikan bahwa ecommerce 
adalah tata cara perdagangan barang 
dan jasa yang menggunakan media 
                                                          
13  http://r-
marpaung.tripod.com/ElectronicCommerce.doc 
diakses tanggal 13 Desember 2018 
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telekomunikasi dan telekomunikasi 
sebagai alat bantunya14. 
Tinjauan Umum tentang Internet 
Penggunaan internet berkembang 
pesat sejak penemuannya. Alih-alih 
menghubungkan jaringan-jaringan 
secara terbatas pada tipe komputer 
tertentu, teknologi internet 
memungkinkan koneksi terjadi diantara 
berbagai jenis komputer, antar 
berbagai sistem operasi. Tidak ada 
jaringan yang terlalu cepat atau 
lamban, terlalu besar atau terlalu kecil 
sehingga tidak bisa dikoneksikan. 
Internet dapat menghubungkan 
jaringan-jaringan canggih yang 
merentang antar benua dan 
menghubungkan ribuan bahkan jutaan 
computer.15 
Penggunaan internet atau 
Interconnection Networking dimulai 
pada tahun 1969 ketika Departemen 
Pertahanan Amerika, U.S. Defense 
Advanced Research Projects Agency 
(DARPA), melakukan riset bagaimana 
menghubungkan beberapa komputer 
menjadi satu jaringan organik. Riset ini 
                                                          
14  
http://www.anu.edu.au/people/Roger.Clarke/ 
EC/ECDefns.html, diakses tanggal 13 Desember 
2018 
15 Adi Nugroho, e-Commerce “Memahami 
Perdagangan Modern di duniaMaya”. Bandung: 
Informatika.2006:hal 26 
kemudian dikenal dengan ARPANET 
(Advance Research Project Agency 
Network) kemudian pada tahun 1970 
sepuluh buah komputer telah dapat 
disatukan dalam sebuah jaringan 
sehingga satu sama lain dapat saling 
berkomunikasi. 
Pengertian internet dapat 
didefinisikan bermacam-macam, namun 
secara umum pengertian internet 
merupakan hubungan antar berbagai 
jenis komputer dan jaringan di dunia 
yang berbeda sistem operasi maupun 
aplikasinya di mana hubungan tersebut 
memenfaatkan kemajuan media 
komunikasi (telepon dan satelit) yang 
menggunakan protokol standar dalam 
berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP.16 
 
Kontrak Perdagangan dalam 
perjanjian melalui internet 
Berbicara menganai transaksi jual 
beli secara elektronik, tidak terlepas 
dari konsep perjanjian secara mendasar 
sebagaimana termuat dalam Pasal 1313 
KUH Perdata yang menegaskan bahwa 
perjanjian adalah suatu perbuatan 
dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu 
orang lain atau lebih. Ketentuan yang 
                                                          
16  http://library.usu.ac.id/moduls.php?, 
diakses tanggal 13 Desember 2018 
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mengatur tentang perjanjian terdapat 
dalam Buku III KUHPerdata, yang 
memiliki sifat terbuka artinya 
ketentuan-ketentuannya dapat 
dikesampingkan, sehingga hanya 
berfungsi mengatur saja. 
Perdagangan melalui internet (e-
commerce) pada dasarnya sama 
dengan perdagangan pada umumnya, 
dimana suatu perdagangan terjadi 
ketika ada kesepakatan mengenai 
barang atau jasa yang diperdagangkan 
serta harga atas barang atau jasa 
tersebut. Yang membedakan hanya 
pada media yang digunakan, jika pada 
perdagangan konvensional para pihak 
harus bertemu langsung di suatu 
tempat guna menyepakati mengenai 
apa yang akan diperdagangkan serta 
berapa harga atas barang atau jasa 
tersebut. Perdagangan melalui internet 
(e-commerce) pada dasarnya sama 
dengan perdagangan pada umumnya, 
dimana suatu perdagangan terjadi 
ketika ada kesepakatan mengenai 
barang atau jasa yang diperdagangkan 
serta harga atas barang atau jasa 
tersebut. Yang membedakan hanya 
pada media yang digunakan, jika pada 
perdagangan konvensional para pihak 
harus bertemu langsung di suatu 
tempat guna menyepakati mengenai 
apa yang akan diperdagangkan serta 
berapa harga atas barang atau jasa 
tersebut. 
Pengaturan mengenai e-commerce 
masih menggunakan aturan dalam 
Buku III KUHPerdata khususnya 
pengaturan mengenai masalah 
perjanjian yang terjadi dalam e-
commerce. Perjanjian dalam e-
commerce terjadi antara kedua belah 
pihak yang mana salah satu pihak 
berjanji kepada pihak yang lain untuk 
melakukan sesuatu. Hal ini sesuai 
dengan Pasal 1313 KUHPerdata, yang 
mana disebutkan: 
“Suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang 
atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang atau lebih”. 
 
Perjanjian yang terjadi dalam e-
commerce dapat dikenakan Pasal 1313 
KUHPerdata sebagai pengaturannya, 
sehingga apa yang menjadi syarat 
sahnya suatu perjanjian yang termuat 
dalam KUHPerdata harus diperhatikan 
agar pengenaan atas aturan perjanjian 
di Indonesia yang secara umum 
menggunakan KUHPerdata dapat 
diterapkan serta perjanjian dalam e-
commerce dapat diakui keabsahaanya, 
dimana syarat sahnya suatu perjanjian 
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yang tercantum dalam pasal 1320 
KUHPerdata yaitu: 
a. Sepakat mereka yang mengikat 
dirinya 
Terhadap syarat yang pertama ini 
maka segala perjanjian haruslah 
merupakan suatu hasil kesepakatan 
antara kedua belah pihak tidak boleh 
ada pakasaan, kekhilapan, dan 
penipuan (dwang, dwaling, bedrog). 
Kata sepakat di dalam perjanjian pada 
dasarnya adalah pertemuan antara 
persesuaian kehendak antara para 
pihak di dalam perjanjian. Seseorang 
dikatakan memberikan persetujuannya 
dan kesepakatannya jika ia memang 
menghendaki apa yang disepakati. Hal 
ini sesuai dengan asas konsensualisme 
dalam suatu perjanjian bahwa suatu 
kontrak yang telah dibuat maka telah 
sah dan mengikat secara penuh bagi 
para pihak yang membuatnya. 
Perjanjian atau kontrak yang terjadi 
dalam e-commerce terjadi karena 
adanya kesepakatan, apabila dikaitkan 
dengan teori dalam perjanjian, maka 
untuk menentukan kapan suatu 
kesepakatan kehendak terjadi dapat 
digunakan sebagai suatu patokan untuk 
menentukan keterikatan seseorang 
pada perjanjian tertutup sehingga 
perjanjian dianggap telah mulai 
berlaku, teori tersebut yaitu17: 
1) Tori Penawaran dan Penerimaan 
(offer and acceptance) 
Kesepakatan kehendak pada 
prinsipnya baru terjadi setelah 
adanya penawaran (offer) dari 
salah satu pihak yang kemudian 
diikuti dengan penerimaan 
tawaran (acceptance) oleh pihak 
lain dalam perjanjian tersebut. 
Sehingga menurut teori ini 
kesepakatan antar pihak terjadi 
pada saat penjual (merchant) 
mengajukan penawaran dengan 
menyediakan daftar atau 
katalog barang (pruduct table) 
yang disertai dengan deskripsi 
produk yang dijual dan 
kemudian customer yang 
memilih produk yang ditawarkan 
dengan mengeklik kotak yang 
disediakan sehingga bertanda 
check (√). 
2) Teori Pernyataan (verklarings 
theorie) 
Menurut teori pernyataan, 
apabila ada kontroversi antara 
apa yang dikehendaki dengan 
                                                          
17  Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari 
Sudut Hukum Bisnis. Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti. Tahun 1999 Hal : 45 
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apa yang dinyatakan, maka apa 
yang dinyatakan tersebutlah 
yang berlaku, karena 
masyarakat pada umumnya 
menghendaki bahwa apa yang 
dinyatakan dapat dipegang. 
Berdasarkan teori ini, apa yang 
dinyatakan oleh customer 
dengan cara mengisi order form 
maupun form lainnya, maka 
itulah yang dianggap berlaku, 
bukan lagi apa yang 
dikehendakinya. Demikian juga 
dengan apa yang dinyatakan 
oleh merchant yang berkaitan 
dengan persetujuan proses 
transaksi yang berlaku itulah 
yang berlaku meskipun dalam 
proses tersebut masih ada 
kemungkinan customer 
memberikan data yang tidak 
benar, sedangkan merchant 
melalui perangkat software yang 
digunakan telah menyetujui 
transaksi tersebut. 
Sehingga suatu kesepakatan 
kehendak antar para pihak telah 
terjadi ketika customer 
melakukan pengisian order form 
maupun form lainnya, dan 
merchant dengan menggunakan 
perangkat software 
menyetujuinya transaksi 
tersebut. 
3) Teori Konfirmasi 
Teori ini menjelaskan bahwa 
suatu kata sepakat telah ada 
atau dianggap telah terjadi 
ketika pihak yang melakukan 
penawaran mendapat jawaban 
atau konfirmasi jawaban dari 
pihak yang menerima tawaran. 
Sehingga kata sepakat dalam 
transaksi ecommerce terjadi 
ketika merchant mendapat 
jawaban dari customer atas 
berita konfirmasi jawaban dari 
pihak yang melakukan 
penawaran termasuk juga 
informasi yang dikirimkan oleh 
customer yang telah memenuhi 
persyaratan atau dinyatakan 
valid. 
Ada satu teori lagi yaitu teori 
kehendak (wilstheorie) yaitu 
teori yang berusaha untuk 
menjelaskan jika kontroversi 
antara apa yang dikehendaki 
dengan apa yang dinyatakan 
dalam perjanjian, maka apa 
yang dinyatakan tersebut 
dianggap tidak berlaku, akan 
tetapi teori tersebut tidak dapat 
digunakan untuk menentukan 
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kapan terjadi suatu kesepakatan 
dalam perjanjian e-commerce 
karena tidak memberikan 
kepastian hukum bagi para 
pihaknya. 
Kesepakatan perjanjian atau 
kontrak e-commerce terjadi 
ketika customer menyepakati 
terhadap ketentuan atau syarat 
yang disodorkan oleh merchant. 
Hal tersebut terbukti ketika 
customer memberikan tanda 
check (√) pada kolom yang 
isinya bahwa ia sepakat dengan 
apa yang telah disyaratkan, 
serta pada saat customer 
mengisi form yang berisi 
mengenai data diri. 
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu 
Perikatan 
Perkembangan internet 
menyebabkan terbentuknya suatu 
arena baru yang lazim disebut dengan 
dunia maya (cyberspace), dimana 
setiap individu mempunya hak dan 
kemampuan untuk berhubungan 
dengan individu lain tanpa batasan 
apapun yang menghalanginya. 
Sehingga dengan adanya kebebasan 
untuk melakukan hubungan atau 
melakukan sesuatu maka tidak 
menutup kemungkinan bahwa setiap 
individu juga mempunyai kebebasan 
untuk mengadakan suatu kesepakatan 
atau perjanjian dengan individu lainnya. 
Demikian juga dalam e-commerce, 
setiap orang pun berhak mengadakan 
suatu perikatan. 
Untuk membuat suatu perjanjian 
diperlukan pemenuhan terhadap syarat 
sahnya suatu perjanjian, salah satu 
syarat tersebut adalah kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan. Pada 
dasarnya, setiap orang yang telah 
dewasa atau akilbaliq dan sehat 
pikirannnya adalah cakap untuk 
membuat perikatan, dimana hal ini 
disebutkan dalam Pasal 1329 
KUHPerdata yaitu: 
“Setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perikatan-perikatan, jika oleh 
undang-undang tidak dinyatakan tak 
cakap” 
Syarat atau tolok ukur untuk 
mentukan cakap tidaknya suatu orang 
untuk mengadakan suatu perjanjian 
menurut Pasal 1330 KUHPerdata yaitu : 
1) Orang-orang yang belum 
dewasa 
2) Mereka yang ditaruh dibawah 
pengampuan 
3) Orang-orang perempuan, dalam 
hal-hal yang ditetapkan oleh 
undang-undang, dan pada 
umumnya semua orang kepada 
siapa undang-undang telah 
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melarang membuat perjanjian-
perjanjian tertentu 
Syarat seseorang dikatakan belum 
dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata 
adalah belum mencapai umur genap 21 
tahun dan tidak lebih dahulu telah 
kawin atau menikah. Akan tetapi setiap 
orang yang telah dewasa belum tentu 
ia sehat pikirannya. Sehingga perlu 
juga dilihat syarat kedua “mereka yang 
ditaruh dibawah pengampuan” 
berdasarkan pasal 433 KUHPerdata 
disebutkan bahwa setiap orang dewasa 
yang selalu berada dalam keadaan 
dungu, sakit otak, atau mata gelap 
harus dibawah pengampuan, begitu 
juga jika ia kadang-kadang cakap 
menggunakan pikirannya. Selain itu 
seorang dewasa boleh ditaruh dibawah 
pengampuan karena keborosannya. 
Kemudian untuk syarat ketiga 
berdasarkan perkembangan jaman dan 
menurut Surat Edaran Mahkamah 
Agung (SEMA) No. 3/1963 tertanggal 4 
Agustus 1963 dianggap sudah tidak 
berlaku dimana wewenang seorang istri 
untuk melakukan perbuatan hukum dan 
untuk menghadap di depan pengadilan 
tanpa izin atau bantuan suaminya yang 
diatur dalam Pasal 108 dan 110 
KUHPerdata sudah tidak berlaku lagi 
menurut SEMA tersebut. Sehingga, 
syarat seseorang cakap untuk 
mengadakan suatu perjanjian atau 
perikatan menurut KUHPerdata adalah 
seseorang yang telah dewasa baik pria 
maupun wanita yang telah berumur 21 
tahun atau telah menikah dan sehat 
pikirannya serta tidak berada dibawah 
pengampuan. 
c. Suatu Hal Tertentu 
Suatu hal tertentu berhubungan 
dengan objek perjanjian, maksudnya 
bahwa objek perjanjian itu harus jelas, 
dapat ditentukan dan diperhitungkan 
jenis dan jumlahnya, diperkenankan 
oleh undangundang serta mungkin 
untuk dilakukan para pihak. Transaksi 
dalam ecommerce meskipun berbeda 
dengan transaksi konvensional yang 
mengandalkan suatu wujud yang nyata 
yang bisa disentuh, adanya distribusi 
fisik dan terdapat tempat transaksi 
pada dasarnya tidaklah berbeda sangat 
jauh. Dalam e-commerce juga terjadi 
hal tersebut tetapi produk yang akan 
diperjualbelikan tidak nampak secara 
fisik tetapi berupa informasi mengenai 
produk tersebut, selain itu dalam 
ecommerce terjadi suatu 
pendistribusian bahasa atau kode-kode 
instruksi yang pada akhirnya akan 
memunculkan suatu informasi atas 
produk yang akan ditawarakan dan 
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bagaimana cara untuk melakukan 
transaksi. Sehingga keduanya 
mempunyai persamaan bahwa untuk 
syarat sahnya perjanjian atatu kontrak 
yang ditimbulkan dari kegiatan e-
commerce haruslah memenuhi syarat 
adanya suatu hal tertentu sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
Pasal 1333 juga menyebutkan 
bahwa: 
“Suatu perjanjian harus mempunyai 
sebagai pokok suatu barang yang 
paling sedikit ditentukan jenisnya” 
 
“Tidaklah menjadi halangan bahwa 
jumlah barang tidak tentu, asal saja 
jumlah itu terkemudian dapat 
ditentukan atau dihitung” 
Sehingga apa yang diperjanjikan 
harus mempunyai barang beserta 
jumlah maupun jenisnya sebagi pokok 
dari perjanjian yang telah dibuat. 
d. Suatu Sebab yang Halal 
Keberadaan klausul kontrak dalam 
perjanjian e-commerce secara langsung 
dapat menjadi suatu bukti bahwa 
perjanjian atau kontrak tersebut 
tidaklah berbeda dengan kontrak atau 
perjanjian pada umumnya. Demikian 
juga halnya dengan adanya syarat 
keabsahan suatu perjanjian juga tidak 
luput untuk dipenuhi dalam perjanjian 
atau kontrak e-commerce. Perjanjian 
atau kontrak dalam e-commerce yang 
disodorkan oleh merchant haruslah 
memenuhi syarat tersebut agar sesuai 
dengan Pasal 1320 KUHPerdata, 
sehingga ketika customer yang akan 
melakukan kesepakatan dapat 
membaca dan memahami isi dari 
kontrak atau perjanjian tersebut 
apakah benar dan tidak menyimpang 
dari kaedah yang ada atau tidak. 
Suatu sebab yang halal, berarti 
perjanjian termaksud harus dilakukan 
berdasarkan itikad baik. Berdasarkan 
Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: 
“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau 
yang telah dibuat karena sesuatu sebab 
yang palsu atau terlarang, tidak 
mempunyai kekuatan” 
Sehingga suatu perjanjian tanpa 
sebab tidak mempunyai kekuatan, 
sebab dalam hal ini adalah tujuan 
dibuatnya sebuah perjanjian. Tujuan 
dari perjanjian berarti isi perjanjian itu 
sendiri yang dibuat oleh kedua belah 
pihak, sedangkan isi perjanjian adalah 
yang dinyatakan tegas oleh kedua 
belah pihak mengenai hak dan 
kewajiban yang ditimbulkan dari 
hubungan hukum (perjanjian) yang 
dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. 
Kemudian ditambahkan dalam 
Pasal 1336 KUHPerdata yang berbunyi: 
“jika tidak dinyatakan sesuatu 
sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang 
halal ataupun jika suatu sebab yang 
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lain, daripada yang dinyatakan 
persetujuan namun demikian adalah 
sah”. 
Pasal 1336 KUHPerdata 
menegaskan bahwa adanya kausa itu 
menunjukkan adanya kejadian yang 
menyebabkan terjadinya suatu utang, 
begitu pula walaupun tidak dinyatakan 
suatu sebab, maka perjanjian itu adalah 
sah. 
Sebab yang halal adalah mutlak 
untuk dipenuhi dalam mengadakan 
suatu perjanjian, pembuatan perjanjian 
tersebut haruslah didasari dengan itikad 
baik untuk mengadakan suatu pejanjian 
atau kontrak, dalam Pasal 1337 
KUHPerdata disebutkan bahwa: 
“suatu sebab adalah terlarang 
apabila dilarang oleh undang-undang, 
atau bertentangan dengan kesusilaan 
baik, atau ketertiban umum” 
 
Penyelesaian Kontrak 
Perdagangan Melalui Internet 
Sengketa yang timbul dalam 
kehidupan manusia ini perlu untuk 
diselesaikan. Masalahnya, siapa yang 
dapat menyelesaikan sengketa 
tersebut? Cara yang paling mudah dan 
sederhana adalah para pihak yang 
bersengketa menyelesaikan sendiri 
sengketa tersebut. Seperti sengketa 
penyelesaian perdagangan melalui 
internet. Di Indonesia mempunyai dua 
macam penyelesaian yaitu penyelesaian 
diluar pengadilan atau melalui 
pengadilan. Cara lain yang dapat 
ditempuh adalah menyelesaikan 
sengketa tersebut melalui forum yang 
pekerjaannya atau tugasnya memang 
menyelesaikan sengketa. Forum resmi 
untuk menyelesaiakan sengketa yang 
disediakan oleh negara adalah 
“Pengadilan”, sedangkan yang 
disediakan oleh lembaga swasta adalah 
“Arbitrase”. Penyelesaian sengketa di 
luar lembaga peradilan sering disebut 
juga dengan Alternative Dispute 
Resolution (ADR) atau dalam istilah 
Indonesia diterjemahkan menjadi 
Alternatif Penyelesaian Sengketa 
(APS).18 
Penyelesaian sengketa 
perdagangan melalui internet yang 
terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh 
para pihak yang mempunyai tempat 
tinggal di Indonesia atau sebagai 
Warga Negara Indonesia, apabila 
mereka terlibat sengketa maka harus 
tunduk pada peraturan-peraturan yang 
ada di Indonesia. Kalau dilihat melalui 
ketentuan undang-Undang Nomor 11 
tahun 2008 tentang informasi dan 
                                                          
18 https://saepudinonline.wordpress.com/
2010/11/30/penyelesaian-sengketa-melalui-
alternative-dispute-resolution adr/ (di akses tgl 
13 desember 2018) 
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transaksi elektronika terdapat dalam 
pasal 39, yang berbunyi : 
(1) Gugatan perdata dilakukan 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Selain penyelesaian gugatan 
perdata sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), para pihak dapat 
meyelesaikan sengketa melalui 
arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa 
alternatife lainnya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Untuk para pihak yang bersengketa 
bisa memilih jalur alternative 
penyelesaian mana yang akan mereka 
ambil di antaranya ada 2 macam cara 
penyelesaian : 
1. Penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan 
Pada penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan dalam undang-undang 
nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase 
dan alternative penyelesaian sengketa, 
pada arbitrase dalam pasal 1 yang 
berbunyi “Arbitrase adalah cara 
penyelesaian suatu sengketa perdata di 
luar pengadilan umum yang didasarkan 
pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang 
bersengketa”. 
Menurut pasal 1 angka 10 undang-
undang arbitrase dan APS (alternative 
penyelesaian sengketa) adalah lembaga 
penyelesaian sengketa atau beda 
pendapat melalui prosedur yang 
disepakati oleh para pihak, yakni 
penyelesaian diluar pengadilan dengan 
cara konsultasi, negosiasi, mediasi, 
konsiliasi atau penilain ahli.19 
2. Penyelesain sengketa melalui 
pengadilan 
Penyelesaian sengketa e-commerce 
melalui pengadilan terdapat dalam 
Pasal 38 UU No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi & Transaksi 
Elektronik, yang berbunyi: 
(1) Setiap orang dapat mengajukan 
gugatan terhadap pihak yang 
menyelenggarakan 
Sistem Elektronik dan/atau 
menggunakan Teknologi 
Informasi yang menimbulkan 
kerugian. 
(2) Masyarakat dapat mengajukan 
gugatan secara perwakilan 
terhadap pihak yang 
menyelenggarakan Sistem 
Elektronik dan/atau 
menggunakan Teknologi 
Informasi yang berakibat 
merugikan masyarakat sesuai 
dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.” 
Sesuai ketentuan diatas, bahwa 
setiap orang yang merasa 
dirugikan dengan dapat 
mengajukan gugatan terhadap 
setiap pihak yang 
menyelenggarakan atau 
menggunakan media internet 
dalam e-commerce. Dan juga 
                                                          
19 https://www.hukumonline.com/klinik/d
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membuka kemungkinan bagi 
masyarakat untuk melakukan 
gugatan perwakilan atau Class 
Action terhadap pihak yang 
menyelenggarakan atau 
menggunakan media internet 
dalam ecommerce. 
Pada Pasal 39 Ayat 1 UU No. 11 
Tahun 2008 tentang Informasi & 
Transaksi Elektronik juga menjelaskan 
tata cara penyelesaian dan hukum yang 
digunakan, yang berbunyi: “gugatan 
perdata dilakukan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.” 
Sesuai ketentuan diatas yang 
mengatur tentang tata cara 
penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan dalam perkara 
perdata dilakukan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 
yakni HIR/RBG. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Kontrak perdagangan melalui 
internet (e-commerce) pada 
dasarnya sama dengan 
perdagangan pada umumnya, 
dimana suatu perdagangan terjadi 
ketika ada kesepakatan mengenai 
barang atau jasa yang 
diperdagangkan serta harga atas 
barang atau jasa tersebut. 
Pengaturan mengenai perdagangan 
melalui internet (e-commerce) 
masih menggunakan aturan dalam 
Buku III KUHPerdata khususnya 
pengaturan mengenai masalah 
perjanjian yang terjadi dalam 
perdagangan melalui internet e-
commerce. 
2. Penyelesaian sengketa pada 
kontrak perdagangan melalui 
internet itu dilakukan dengan 
beberapa cara yakni di antaranya 
melalui jalur pengadilan dan diluar 
pengadilan (arbitrase). Demikian 
juga hal penyelesaian yang 
ditempuh dengan adanya undang-
undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang informasi dan transaksi 
elektronika. 
Saran 
1. Dalam hal ini pemerintah harus 
proaktif dalam mengawasi kontrak 
perdagangan 
melalui internet. Dan apabila terjadi 
perselisihan untuk dokumen 
transaksi perdagangan melalui 
internet, bisa diselesaikan dalam 
persidangan maupun diluar 
persidangan. 
2. Perlu adanya diadakan sosialisasi 
Undang-Undang nomor 11 tahun 
Yayan Hanapi 20 
Perjanjian terhadap Kontrak Perdagangan melalui Internet 
 
 
2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronika ke masyarakat 
terutama para pihak yang terkait 
dengan perjanjian ini bisa 
melaksanakan suatu perjanjian 
yang baik. 
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